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Rangkuman Eksekutif

Better Work telah melakukan penilaian kondisi kerja
di pabrik garmen berorientasi ekspor di Indonesia
sejak tahun 2011. Loporan ini mengacu pada
temuan penilaian yong dilakukan antara bulan
Januari 2017 dan Januari 2018 oleh Better Work
Indonesia di 172 pabrik.

Data yang dianalisis menunjukkan kepatuhan
terhadap standar ketenagakerjoan dan kondisi kerjo

berdasarkan delapan klaster kepatuhan Better Work:

Pekerja Anak, Diskriminasi, Kerja Paksa, Kebebasan
Berserikat dan Perundingan Bersama, Kompensasi,
Kontrak dan Sumber Daya Manusia, Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, dan Waktu Kerja.

Bagian tentang temuan rinci tahun ini (Bagian

1) fokus pada 20 isu yang memiliki angka
ketidakpatuhan tertinggi (yaitu di atas 40 persen).
Untuk masing-masing bagian tersebut, laporan

ini mendokumentasikan alasan ketidakpatuhan,
serta menyoroti upaya BWI, terutama yang
melampaui layanan inti, untuk mengurangi angka
ketidakpatuhan. Untuk laporan ini, BWI memilih
untuk fokus pada lebih sedikit isu dan memberikan
analisis lebih mendalam guna untuk menarik
perhatian pada alasan umum ketidakpatuhan, dan
untuk menunjukkan bagaimana BWI menggunakan
temuannya untuk memberikan informasi pada
prakarsa-prakarsa mendatang, khususnya dengan
para pemangku kepentingan nasional.

Sebagaimana dalam Laporan Tahunan
sebelumnya, Rangkuman Eksekutif juga mencakup
rangkuman luas ketidakpatuhan pada tingkat Titik
Kepatuhan. Selain itu, tabel data komprehensif
tersedia untuk semua pertanyaan ketidokpatuhan
di lampiran untuk berfungsi sebagai acuan.

TANTANGAN UMUM TERHADAP KEPATUHAN

BWI menemukan benang merah di antara alasan-

alasan ketidakpatuhan yang dikemukakan.
Memahami kendala umum kepatuhan ini

sangat penting bagi BWI untuk menyesuaikan
intervensinya dengan tantangan industri, dan untuk
memberikan pemahaman terkini tentong industri
untuk memastikan bahwa layanan BWI relevan
dengan konteks sektor garmen Indonesia.

Beberapa alasan ketidakpatuhan yang paling
sering dikemukakan meliputi: kesalahpahaman
terhadap undang-undang ketenagakerjaan

karena kesenjangan kemunikasi atau ambiguitas
peraturan; kurang memadainya pelatihan staf
untuk memenuhi kebutuhan regulosi/perizinon;
dan kurangnya sistem manajemen untuk bahayo
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat

juga isu “administratif” di balik ketidakpatuhan
(misalnya, tidak adanya peroturan doerah tentang
keamanan bangunan di beberapa kabupaten).
Selain itu, tekanan sourcing (pengadaan barang
dan jasa) disebut sebagai tantangan utama untuk
mematuhi pembatasan jam lembur berdasarkan
undang-undang ketenagakerjaan nasional,
terutama mengingat jam kerja mingguan Indonesia
yang relatif lebih rendah, bila dibandingkan dengan
para pesaing regional.

STANDAR KETENAGAKERJAAN INTI ILO

Pekerja Anak

Tidak ada temuan anak berusia di bawah 15 tahun
yang bekerja di pabrik yang terdaftar pado BWI.
Sumber ketidakpatuhan dalam klaster Pekerja Anak
meliputi satu kasus (1 persen) pekerja berusia di
bawah 18 tahun yang bekerja di sebuah lingkungan
yang, sesuai peraturan yang berlaku, dianggap
berbahaya; satu kasus (1 persen) dokumentasi
pekerja berusia di bawah 18 tahun yang tidak
sesuai; dan dua kasus (1 persen) pabrik yang tidak
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memiliki sistem verifikasi.

Diskriminasi

Ketidokpatuhan dalam klaster Diskriminasi
sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan
mematuhi persyaratan nasional tentang
mempekerjokan penyandang disabilitas. 81 persen
pabrik tidak mematuhi kuota yang ditetapkan, yaitu
satu penyandang disabilitas dipekerjakan untuk
setiap 100 pekerja. Meskipun pentingnya peraturan
untuk inklusi sosial semacam itu, don bahkan
dengan prakarsa Better Work dan pemerintah untuk
menangani isu ini, pabrik masih tetap mengalami
kesulitan dalam mendorong penyandang disabilitas
agar melamar pekerjaan.

Kerja Paksa

Dalam periode pelaporan ini hanya ada satu pabrik
(1 persen) yang tidak patuh dalam titik kepatuhan
Pemaksaan. Satu pabrik ditemukan menunda
pembayaran dan menoclok pekerjo mengakses
dokumen pribadi mereka.

Kebebasan Berserikat Dan Perundingan Bersama

Ketidakpatuhan di bawah klaster Kebebasan
Berserikat dan Perundingan Bersama sebagian
besar karena isu-isu pada Perundingan Bersama,
dengan 23 persen pabrik tidak patuh. Terdapat
persentase lebih kecil pabrik yang tidak patuh pada
isu-isu yang terkait dengan Kebebasan Berserikat
(4 persen pabrik), Intervensi dan Diskriminasi (3
persen pabrik), dan Operasi Serikat Pekerja (2 persen
pabrik). Klaster ini bersama dengan beberapa aspek
klaster Diskriminasi, termasuk isu-isu misalnya
pelecehan seksual, mungkin sangat kurang
dilaporkan karena sulitnya mendapatkan bukti
ketidokpatuhan yang memadai, sebagaimana
diharuskan oleh penilaian Better Work.

KONDISI KERJA

Kompensasi

Angka ketidakpatuhan dalam klaster Kompensasi
terkonsentrasi pada Jaminan Sosial dan Manfaat
Lainnya (76 persen pabrik tidak patuh) dan

Upah Lembur (49 persen pabrik tidak patuh).
Ketidakpatuhan dolam klaster Kompensasi

juga teramati di Informasi, Penggunaan, dan
Pemotongan Upah (28 persen pabrik tidak patuh);
Upah Minimum/Upah Satuan (35 persen); dan Cuti
Berbayar (19 persen).

Kontrak Dan Sumber Daya Manusia

Angka ketidakpatuhan dalam Klaster Kontrak dan
Sumber Daya Manusia adalah 72 persen untuk
Prosedur Kontrak; 63 persen untuk kontrak kerja;

59 persen untuk Dialog, Disiplin, dan Perselisihan
dan Kontrak Kerja; dan 38 persen untuk Pemutusan
Hubungan Kerja.

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Sebagaimana dalam laporan sebelumnya,

angka ketidokpatuhan dalom Keselomatan

dan Kesehatan Kerja (K3) terus tinggi. Angka
ketidakpatuhan tertinggi terkonsentrasi di Layanan
Kesehatan dan Pertolongan Pertama (90 persen),
Sistern Manajemen K3 (90 persen), Perlindungan
Pekerja (85 persen), Kesiapsiagaan Darurat (85
persen) dan Bahan Kimia dan Zat Berbahaya (80
persen). Kurangnya sistem manajemen yang tepat
merupakan salah satu alasan paling menonjol
yang dikemukakan untuk kekurangkepatuhan, dan
Bagian Il merinci prakarsa BW dalam konsultasi,
pelatihan, dan keterlibatan pemangku kepentingan
untuk berupaya memperbaiki isu-isu K3 yang terus
terjadi.

Waktu Kerja

Sebagian besar pabrik (66 persen) tidak memenuhi
batas lembur harian dan mingguan. Isu-isu lembur
masih tetap menjodi tantangan untuk industri
garmen, dan penelitian Better Work memberikan



bukti konsekuensi buruk tekanan sourcing. Perhatian
manajer pabrik terhadap tekanan rantai pasokan
misalnya pesanan tidak pasti, denda keterlambatan
pengiriman, dan perubahan persyaratan teknis,
persyaratan pabean Indonesia, juga bisa
menyebabkan pelanggaran terhadap jom kerja.

Lebih dari 45 persen pabrik tidak patuh terhadap
persyaratan waktu kerja reguler. Isu utamanya
meliputi waktu kerja reguler untuk penjaga
keamanan dan tidak akuratnya catatan kehadiran,
yang sebagian besar karena lembur pada hari
Minggu atau lebih dari tiga jam. Terakhir, 35 persen
pabrik tidak memberi pekerja beberapa jenis cuti
wajib.
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PROFIL INDUSTRI

Industri garmen, bersama dengan industri tekstil,
merupakan kontributor penting perekonomian
Indonesia. Pada tahun 2017, Organisasi Perdagangan
Dunia melaporkan bahwa Indonesia masuk dalam
peringkat 10 besar eksportir pakaian global', dengan
nilai ekspor USD 7 miliar pada tahun 20162

Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun
Rencana Utama Pengembangan Industri Nasional
untuk tahun 2015 hingga 2035° di mana tekstil

dan produk tekstil* merupakan salah satu dari 10
industri prioritas teratas yang akan dikembangkan.
Kementerian Perindustrian telah memproyeksikan
bahwa industri tekstil dan produk tekstil akan tumbuh
rata-rata 11 persen per tahun. Target Kementerian
tersebut untuk tahun 2019 adalah bahwa nilai ekspor
industri tekstil dan produk tekstil Indonesia akan
mencapai USD 15 miliar dan akan menciptakan
peluang kerja bagi 3,11 juta orang®.

Pada tahun 2016, menurut Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API), total ekspor tekstil dan produk tekstil
Indonesia adalah USD 11,83 miliar, dengan ekspor

ke AS mencapai 32,34 persen dari total, diikuti

oleh pasar Eropa dengan 14,97 persen dan Jepang
sebesar 10,06 persen®.

Terdapat 2.253 pabrik garmen berukuran menengah
dan besar’ di Indonesia, yang utamanya
memproduksi kemeja, kaos katun, korset, pakaian
dalam, mantel, baju olahraga, dan celana panjang.
Pada tahun 2013, industri ini mempekerjakan sekira
2 juta pekerja, yang 636.684 diantaranya bekerja di
pabrik garmen skala besar dan menengah®. Daerah
produksi utama untuk garmen dan produk tekstil

di Indonesia adalah provinsi DKI Jakarta, Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Provinsi Jawa

Barat mengisi sekira 55 persen distribusi geografis
industri tersebut®. Meskipun pertumbuhan industri
pakaian jadi terlihat lesu dolam tiga tahun terakhir,
Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa

laju arus investasi di sektor ini tetap stabil dengan
pembukaan pabrik-pabrik baru di kawasan industri
baru di sekitar Jawa Barat dan Jawa Tengah™.

BETTER WORK INDONESIA

Better Work merupakan sebuah kemitraan antara
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan
International Finance Corporation (IFC) dan
bekerjasama dengan pemangku kepentingan lokal
dan internasional utama lainnya, termasuk merek-
merek internasional yang sourcing dari Indonesia.
Program ini diluncurkan pada tahun 2008 atas
permintaan dan dengan dukungan Pemerintah
Indonesia dan mitra sosial. Tujuan program ini
adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan
memperluas peluang kerja layak di sektor garmen.
Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan
daya saing industri dengan memastikan kepatuhan
terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan
Indonesia dan Standar Ketenagakerjaan Inti ILO dan
dengan meningkatkan kinerja ekonomi di tingkat
perusahaan.

BWI terlibat dengan pabrik-pabrik yang
berpartisipasi dengan melakukan penilaian
independen dan menawarkan layanan konsultasi
dan pelatihan (layanan inti). Selain itu, program
ini berbagi informasi dengan semua pemangku
kepentingan dan menggunakan data agregatnya
untuk menggandeng pemangku kepentingan
lokal. Program ini mendapatkan pertimbangan
dari Komite Penasihat Proyek (KPP) tripartit,
yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah,
organisasi pengusaha dan organisasi pekerja". KPP
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memainkan peran penting dalam membangun
dukungan pemangku kepentingan untuk program
ini, mengidentifikasi tantangan dan membangun
konsensus tripartit di seputar usulan solusi. KPP
mengadakan pertemuan rutin di mana anggota
mendiskusikan isu-isu terkini dalam industri dan
melakukan tukar pendapat mengenai poin-poin aksi.
KPP dilengkapi oleh forum pembeli tahunan, yang
memberikan konsultasi pemangku kepentingan yang
luas.

PRAKARSA UTAMA DENGAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN DAN MITRA SOSIAL

Tujuan jangka panjang Better Work adalah
menyediakan kerja layak di sektor garmen dan alas
kaki sekaligus mendorong daya saing bisnis dan
mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini hanya
dapat dicapai dengan keterlibatan berkelanjutan di
tingkat pabrik, sekaligus juga mendorong kebijakan
pemerintah yang mendukung dan memberdayakan
pekerja dan manajemen untuk bekerja dalam
kemitraan.

Selama periode pelaporan untuk laporan

tahunan ini, kemitraan BWI dengan pemerintah
Indonesia dan khususnya dengan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) dipelihara melalui,
diantara prakarsa lain, komite ad hoc untuk
penafsiran dan penegakan hukum (selanjutnya
disebut sebagai komite ad hoc) - sebuah forum
diskusi utama tentang aplikabilitas hukum.
Kemitraan ini juga mencakup pemberian dukungan
teknis kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk
memperkuat sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Indonesia. Kementerian, melalui Direktorat

Jenderal Pengawasan Ketenagaokerjaan dan K3,
menyusun sebuah naskah kebijakan di mana
direktorat jenderalnya memberikan gambaran
singkat tentang situasi terkini pengawasan
ketenagokerjoan Indonesia, dan ide-ide dan rencana
untuk meningkatkannya. Naskah kebijakan tersebut
bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik
dan keuangan dari Kementerian-kementerian

terkait lainnya dan lembaga-lembaga Pemerintah
lainnya serta dari Parlemen Indonesia. Penyusunan
naskah kebijakan tersebut akan diikuti dengan
dukungan teknis lebih lanjut dari ILO melalui
serangkaian pertemuan perencanaan teknis

dengan pengawas ketenagakerjaan Indonesia

gunao untuk mengembangkan sistem pengawasan
ketenagakerjaan yang lebih baik dalam kerangka
Pendekatan Pengawasan Ketenagakerjaoan Strategis
ILO.

Upaya bersama untuk memperkuat proses
pengawasan tenaga kerja Indonesia lainnya adalah
pengembangan dan penandatanganan Protokol
Penanganan Kasus Toleransi Nol (Zero Tolerance
Protocol/ZTP). ZTP, yang teloh didiskusikan secara
intensif antara Direktorat Jenderal Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan dan

BWI, ditandatangani di Jakarta pada tanggal 5
Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3, Sugeng Priyanto, dan
Direktur ILO untuk Indonesia, Michiko Miyamoto.
ZTP menetapkan prosedur utama dan mekanisme
koordinasi yang harus diambil baik oleh Kementerian
Ketenagakerjoan maupun ILO melalui program
Better Work Indonesia (BWI) dalam menangani
laporan temuan ketidakpatuhan tertentu yang
dianggap sebagai toleransi nol di bidang pekerja
anak, kerja paksa, diskriminasi di tempat kerja,

K3 dan kebebasan berserikat di pabrik garmen
berorientasi ekspor yang berpartisipasi dalam BWI.

Selanjutnya, sebagai bagian dari kerjosamanya
dengan Direktorat Jenderal Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 dan Direktorat Jenderal
Hubungan Industrial dan Jominan Sosial
Ketenagakerjaan, Better Work Indonesia sedang
menyusun seperangkat pedoman praktis tentang
penggunaan kontrak kerja waktu terbatas
(pekerja tidak tetap/PKWT) untuk pekerja yang
direkrut langsung oleh pabrik garmen berorientasi
ekspor. Pedoman tersebut bertujuan menangani
kesalahpahaman terhadap undang-undang



ketenagakerjaan atau ambiguitas peraturan untuk mengikuti pelatihan K3 bersertifikat dan
tentang isu-isu tersebut sehingga lebih banyak berencana memfasilitasi pelatihan anggota serikat
pabrik yang patuh dan sehingga jenis kontrak ini pekerja oleh perwakilan.
digunakan hanya dalam situasi terbatas, sesuai
dengan persyaratan hukum. Pada tahun 2017,
separuh pabrik yang terdaftar di BWI tidak mematuhi
batasan hukum tentang penggunaan perjanjian
kerja tidak tetap untuk PKWT. Pabrik yang tidak
mematuhi batas penggunaan pekerja tidak tetap
lebih berkemungkinan juga tidak patuh dalam hal
upah/jam lembur, dan pembayaran upah minimum
untuk pekerja non-reguler. Penggunaan PKWT

juga dapat menimbulkan ketegangan hubungan
industrial dan ketidakpatuhan atau isu-isu lain
(misalnya, pekerja hamil yang melihat kontraknya
diputus). Penggunaan PKWT yang berlebihan juga
dionggap menjadi penyebab kurangnya investasi
dalam keterampilan pekerja. Pedoman tersebut
sedang disusun melalui sebuah proses partisipatif
dan konsultatif yang melibatkan pabrik, pekerja

dan pemerintah baik di tingkat nasional maupun
daerah. Dengan ini kami berharap dapat menyusun
sebuah produk yang menjowab kebutuhan nyata

di lapangan tetopi yang juga digunakan oleh para
pelaku terkait. Pedoman tersebut akan diterbitkan
pada kuartal terakhir tahun 2018. Pedoman tersebut
tidak bertujuan mengubah undang-undang atau
menciptakan persyaratan baru maka, oleh karena itu,
tidak semua isu akan ditangani tetapi ini merupakan
langkah pertama untuk menangani isu-isu yang
lebih luas terkait dengan kontrak . Proses konsultasi
tripartit yang diadopsi menunjukkan kepada semua
yang terlibat bahwa dialog itu mungkin dilakukan
dan berapa banyak yang bisa dicapai bersama.

BWI juga berupaya melaksanakan program-
program khusus untuk mendukung kapasitas

dan penjangkauan serikat pekerja dan organisasi
pengusaha di sektor ini. Program serikat pekerja
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serikot
pekerja di tingkat pabrik dan cabang untuk
mencegah dan menyelesaikan sengketa dan
memajukan hak, lebih mendukung anggotanya,
dan meningkatkan kerjasama antar dan intra serikat
pekerja. BWI membantu perwakilan serikat pekerja






Bagian lI: Temuan

SITUASI KEPATUHAN

Gambar 1 merangkum angka ketidakpatuhan untuk 172 pabrik yang dinilai dalam periode pelaporan ini.
Angka ketidakpatuhan bersama dengan jumlah pabrik dilaporkan untuk tiap poin klaster di bawah delapan
Klaster Standar Ketenagakerjaan Inti dan Kondisi Kerja. Pembahasan rinci masing-masing poin klaster
disajikan di bagian berikutnya.

GAMBAR 1. ANGKA KETIDAKPATUHAN MENURUT POIN

Angka Ketidakpatuhan Berdasarkan Poin Kepatuhan -- Januari 2017 - Januari 2018
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Bagian Temuan Rinci fokus pada 20 pertanyaan
ketidokpatuhan dengan angka TP di atas 40
persen. Bagian ini akan membahas alasan
tingginya ketidakpatuhan dan menguraikan
beberapa prakarsa yang ditujukan untuk
mengurangi angka ketidakpatuhan. Program ini
berupaya untuk terus menganalisis alasan di balik
ketidakpatuhan guna untuk mengembangkan
prakarsa untuk mengatasi isu-isu yang masih terus
terjadi.

1. PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS: (APAKAH
PEMBERI KERJA MEREKRUT SATU PEKERJA
PENYANDANG DISABILITAS UNTUK SETIAP 100
PEKERJA?)

BWI menemukan 81 persen pabrik tidak patuh
selama periode evaluasi, menjadikan ini sebagai
isu dengan angka ketidakpatuhan tertinggi untuk
Laporan Tahunan 2018. BWI menemukan bahwa
penyebab tingginya ketidokpatuhan itu kompleks,
tetapi salah satu tantangan utama adalah persepsi
bahwa mendopatkan kandidat penyandang
disabilitas membutuhkan upaya yang cukup besar,
yang akibatnya, prakarsa tingkat pabrik untuk

mencari pekerja penyandang disabilitas jarang ada.

Pabrik memang bekerja dengan Kementerian Sosial
untuk mencari kandidat, tetapi sumberdaya yang
ada terbatas untuk aktif mencari, melatih, dan
mempertahankan pekerja penyandang disabilitas.
BWI didorong oleh program-program Kementerian
Sosial agar mempromosikan pelatihan kejuruan
bagi pekerja penyandang disabilitas, tetapi
sumberdaya yang tersedia tidak mencukupi untuk
program pelatinan khusus sektor garmen.

Terakhir, kesulitan dalam mempekerjakan pekerja
penyandang disabilitas tidok dapot dipisahkan dari
hambatan yang lebih luas yang dihadapi oleh para
pekerja ini. Yakni, masalah akses terkait dengan
transportasi ke dan dari pabrik, dan masalah akses
lainnya terus menjadi hambatan bagi penyandang
disabilitas di Indonesia.

BWI melihat bahwa pabrik sudah
menjangkau Organisasi Penyandang
Disabilitas (OPD), sementara beberapa

mitra merek BW mempertahankan prakarsa
mereka sendiri. Selain itu, BWI memberikan
peningkatan kapasitas kepada kantor-kantor
dinas ketenagakerjaan pada kesempatan
sebelumnya mengenai isu ini. Selain

melatih petugas Kemenaker daerah, BW
bermitra dengan bagian-bagian lain ILO
untuk memberikan Pelatihan Kesetaraan
Disabilitas (PKD) untuk mengubah pola

pikir tentang mempekerjakan pekerja
penyandang disabilitas. BWI melihat bahwa
beberapa pekerja penyandang disabilitas
telah menghubungi BWI untuk mencoba dan
memasuki kembali industri garmen setelah
mereka sebelumnya meninggalkan angkatan
kerjo karena alasan pribadi.

Lebih banyak yang harus dilakukan

untuk menangani isu ini dan Better Work
Indonesia terus berdiskusi aktif dengan
lembaga-lembaga nasional terkait termasuk
pemerintah dan mitra sosial.

2. KETENTUAN HUKUM TENTANG BANGUNAN:
(APAKAH PEMBERI KERJA MEMASTIKAN BANGUNAN
AMAN DAN MEMILIKI IJIN YANG DIWAJIBKAN OLEH
HUKUM?)

Undang-Undang Keselamatan Bangunan No.
28 (2002) mewajibkan bangunan memiliki izin
keselamatan yang sesuai. Tingginya angka
ketidakpatuhan dalam isu ini (72 persen dari
semua pabrik) sebagian besar terkait dengan
ketidakmampuan pabrik untuk mendapatkan
izin keselamatan. Undong-Undang Keselamatan
Bangunan mewajibkan pemerintah daerah
mengeluarkan izin keselamatan, dan dengan tidak
adanya peraturan atau sumberdaya pemerintah
daerah, pabrik harus mendapatkan sertifikasi
pihak ketiga. Cabang lokal Dinas Pekerjaan
Umum bertanggung-jawab mengeluarkan



sertifikat keamanan. Di seluruh negeri terdapat
beberapa pemerintah daerah yang tidak memiliki
peraturan daerah, dan satu-satunya pilihan
untuk pabrik adalah menggunakan auditor pihak
ketiga, yang tidak selalu sudah siap tersedia.
Kurangnya kapasitas pemerintah dan pihak ketiga
untuk mensertifikasi, serta perbedaan regional
menyebabkan kebingungan di kalangan pabrik.
Sebagian pemerintah daerah memperbolehkan
pernyataan keselamatan dari pabrik, sementara
pemerintah daerah lainnya tidak menerima
pernyataan keselamatan.

BWI| mendorong semua pabrik untuk
melibatkan auditor pihak ketiga dan
mematuhi hukum nasiconal, tetapi juga
menyadari keterbatasan kapasitas pengawas
pemerintah maupun pihak ketiga. Karena
beragamnya tingkat sumber daya dan
konsentrasi auditor di seluruh Indonesia,
terdapat berbagai tingkat akses ke lembaga
sertifikasi yang sesuai. Beberapa daerah
memiliki kapasitas pemerintah lokal,
beberapa bergantung secara eksklusif pada
pengawas pihak ketiga, dan beberapa
memiliki akses terbatas ke keduanya.

Dinas Pekerjaan Umum bertanggung-jawab
atas administrasi sertifikasi. BWI memiliki
banyak kemitraan dengan Kementerian
Ketenagakerjaan, dan mulai membangun
kemitraan tambahan dengan Dinas
Pekerjaan Umum untuk mencoba dan
menemukan lebih banyak pengawas pihak
ketiga yang dapat memenuhi kebutuhan
akan sertifikasi keselamatan.

Dalam layanan konsultasi, Better Work fokus
pada pelaksanaan pemantauan internal
oleh staf pabrik sendiri. Ini merupakan
bagian dari proses penilaian risiko. Tetapi
kapasitas staf pemantauan internal tetap

menjadi tantangan dan pemantauan
internal tidak dapat secara wajar diharapkan
untuk sepenuhnya menjamin keselamatan
bangunan tetapi dapat menjadi langkah
penting dalam arah yang benar.

3. KONTRIBUSI PEMBERI KERJA KE BPJS: APAKAH
PEMBERI KERJA MEMBAYAR KONTRIBUSI WAJIB
UNTUK ASURANSI SOSIAL (BPJS KETENAGAKERJAAN)
DAN DANA PERAWATAN KERSEHATAN (BPJS
KESEHATAN) KE BPJS? 2

Ketidakpatuhan terhadap kontribusi ke skema
jaminan sosial Indonesia tinggi, dengan 68 persen
pabrik tidak patuh selama periode pelaporan.
Alasan utama tingginya ketidakpatuhan adalah
pendaftaran ke BPJS Kesehatan. Ini sebagian
besar disebabkan oleh: 1) kekhawatiran Pekerja
tentang perubahan status di dalam BPJS
Kesehatan dan 2) Tantangan administratif karena
ketidakakuratan nomor identitas nasional. Terdapat
beberapa ketidakpatuhan yang dilaporkan dalam
pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

Indonesia memiliki sistem jaminan sosial yang
didanai secara progresif, yang berarti kontribusi
pekerja ke sistem tersebut meningkat sejalan
dengan peningkatan pendapatan pekerja. Di
beberapa kabupaten, rumah tangga di bawah
ambang batas pendapatan tertentu menerima
tunjangan tambahan misalnya voucher makanan,
subsidi pendidikan, dan asuransi kesehatan
bersubsidi. Sistem ini disusun dalam tingkatan-
tingkatan, tergantung pada pendapatan rumah
tangga. Ketika pekerja garmen mengikat kontrak
kerja, pendapatan akan mengharuskan perubahan
dalam tingkatan penghasilan, dan dengan
demikian, subsidi akan berkurang. Perubahan
status harus dilakukan dalam enam bulan pertama.
Namun, pendaftaran pekerja bisa memakan
waktu hingga enam bulan, dan dianggap cukup
memberatkan. Selain itu, banyak pekerja garmen
yang merupakan pekerja tidak tetap jangka pendek,
dan baik pabrik maupun pekerja sama-sama
tidak yakin tentang potensi lamanya situasi kerja.
Akibatnya pekerja ragu-ragu untuk berusaha keras
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mengajukan pendaftaran karena takut kehilangan
subsidi untuk pekerjaan yang berpotensi berjangka
pendek, dan pemberi kerja enggan mendaftarkan
pekerja karena proses yang memberatkan.
Akibatnya terdapat sejumlah besar ketidakpatuhan
dalam isu ini.

rakarsa BWI untuk mendorong Kepatuhan
BJPS

BWI telah mengubah pertanyaan kepatuhan
untuk fokus pada pembayaran ke BPJS
berkenaan dengan BPJS Kesehatan dan BRJS
Ketenagakerjaan. Pengubahan pertanyaan
tersebut membuat lebih jelas di mana potensi
masalahnya: BPJS Kesehatan atau BPJS
Ketenagakerjaan. Pertanyaan kepatuhan
yang baru membantu BWI fokus pada dana
perawatan kesehatan di mana masalah TP
lebih besar. Fokus pertanyaan kepatuhan
yang lebih jelas akan memungkinkan EA

untuk memasukkan informasi ke dalam
rencana peningkatan pabrik. Selain itu,
terdapat diskusi berkelanjujtan tentang
lokakarya bersama dengan pihak berwenang
dari Kemenaker dan BPJS. Better Work
melakukan diskusi berkelanjutan dengan
pihak berwenang yang bertujuan untuk
menyederhanakan proses pendaftaran BPJS
Kesehatan.

4. BATASAN LEMBUR: (APAKAH LEMBUR DIBATASI 3
JAM PER HARI, 14 JAM PER PEKAN?)

Faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan
dalam batasan lembur (63 persen dari semua
pabrik) meliputi: praktik sourcing yang menuntut
waktu tunggu lebih singkat, dan isu-isu seputar
perencanaan dan produktivitas.

Isu-isu ini memengaruhi pekerja produksi maupun
non-produksi, misalnya penjaga keamanan dan

GAMBAR 2. ANGKA KETIDAKPATUHAN TERPILAH MENURUT SIKLUS UNTUK BATASAN LEMBUR

Angka Ketidakpatuhan Tingkat Siklus “Apakah lembur dibatasi 3 jom perhari, 14 jam perpekan?”

70% o
63% 62% i 62% i
63%
60%
54%
50%
40%
30%  —
Rata-rata (Garis)
20%
Angka
10% Ketidakpatuhan
untuk Semua
O?/ Siklus
(+]
Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 Siklus 4 Siklus 5 Siklus 6
(49 pabrik) (29 pabrik) (34 pabrik) (21 pabrik) (25 pabrik) (13 pabrik)




petugas kebersihan. Perbedaan jam kerja per
pekan dibandingkan dengan negara-negara
tetangga-Vietnam dan Kamboja memiliki 48
jam kerja sepekan dibandingkan dengan 40

jam di Indonesia-terlihat sangat mempengaruhi
jadwal kerja pabrik. Pabrik dapat merencanakan
berdasarkan model produksi yang serupa dengan
di negara-negara tetangga guna untuk menutup
kelermahan yang dirasakan dalam persaingan.

BW terus berupaya bekerja dengan pembeli
untuk menyoroti bagaimana keputusan
bisnis berdampak pada kehidupan pekerja,
terutama di bidang lembur. Antara lain,
waktu tunggu dan pemberitahuan perubahan
yang singkat dapat memiliki efek domino
pada banyaknya jam pekerja diminta untuk
bekerja dalam satu pekan tertentu.

Ketidakpatuhan lembur terus terjadi, tanpa
memandang sudah berapa lama pabrik
bersama dengan BW, yang menunjukkan
bahwa praktik sourcing menghadirkan
tantangan yang sangat sulit. Gambar di
bawah ini menggambarkan konsistennya
angka ketidakpatuhan untuk pabrik dalam
periode sampling.

BWI memilah informasi pekerja non-produksi
dan produksi agar dapat memperoleh
visibilitas ataos isu-isu yang berkaitan dengan
pekerja non-produksi. Masalah pekerja non-
produksi kurang terdokumentasikan daripada
pekerja produksi, maka pengumpulan data
BWI sangat penting untuk memahami
situasi di seluruh industri dan membentuk
prakarsa tambahan untuk mengurangi
ketidakpatuhan. BWI memulai proses penting
ini pada tahun 2017 dan terus berlanjut
sepanjang tahun ini.

5. LEMBAR KESELAMATAN BAHAN KIMIA:
APAKAH PEMBERI KERJA MEMILIKI LEMBAR DATA

KESELAMATAN BAHAN KIMIA UNTUK BAHAN KIMIA
BERBAHAYA YANG DIGUNAKAN DI TEMPAT KERJA,
DAN APAKAH BAHAN KIMIA DILABELI SECARA TEPAT?

Enam puluh dua persen pabrik tidok patuh seloma
periode pelaporan. Sebagian besar ketidaksesuaian
pada lembaran keselamatan bahan kimia berakar
pada kurangnya pelatihan petugas bahan kimia
yang bertanggung-jawab atas pelabelan bahan
kimia. Petugas bahan kimia harus dilatih di dalam
pabrik, dan harus mengikuti kurikulum lima hari
yang ditetapkan oleh pemerintah. Sayangnya
pelatihan tidak selalu memadai, dan terdapat kasus
di mana pabrik mempersingkat pelatihan menjodi
beberapa jam.

Dalam keselamatan bahan kimia, sebagaimana
dalam ketidakpatuhan terkait K3 lainnya,
kurangnya sistem manajemen K3 menjadi
hambatan besar untuk peningkatan sistematis.
Banyak pabrik tidak menerapkan sistem
manajemen yang efektif untuk bahan kimia, dan
sebagian besar perbaikan di tingkat pabrik adalah
secara ad-hoc. Misalnya, sebagai tanggapan
atas temuan tentang label yang tidak terbaca,
pabrik seringkali akan memperbaiki label, tetapi
mereka mungkin tidok memberikan pelatihan
untuk operator, sehingga memungkinkan perilaku
lama terulang kembali. Penyebab ketidakpatuhan
lainnya adalah petugas bahan kimia tidak
menerapkan sistem manajemen untuk pelabelan
bahan kimia. Tidak seperti alas kaki, garmen
terbatos dalam penggunaan bahan kimia sehari-
hari sehingga manajemen pabrik seringkali
mengabaikan pelabelan bahan kimia dalam
manajemen K3 mereka.

BWI fokus pada mempromosikan sistem
manajemen yang baik untuk perubahan
berkelanjutan jangka panjang, memastikan
bahwa pabrik melatih orang-orang yang
tepat, don meningkatkan kurikulum pelatihan
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petugas bahan kimia.

BWI percaya bahwa perubahan perilaku
berkelanjutan akan terjadi bila pabrik
memiliki sistem manajemen yang berjalan
untuk memastikan bahwa petugas bahan
kimia yang sangat terlatih mengikuti
prosedur yang tepat. Namun, BWI
mengamati bahwa kurikulum pelatihan
petugas bahan kimia kadang-kadang tidak
memadai dan memperhatikan secara lebih
kritis untuk memberikan saran perubahan
pada kurikulum yang melibatkan petugas
keamanan bahan kimia. Seminar industri
merupakan salah satu alat BWI untuk
memastikan bohwa pabrik mengetahui
pendekatan pelatihan yang tepat don bahwa
pabrik mengetahui sumberdaya apa yang
tersedia untuk meningkatkan kapasitas
petugas bahan kimia.

Terakhir, keikutsertaan di seminar industri
seringkali terbatas pada manajer pabrik
yang tidak memegang tanggung-jawab
langsung atas lembar keamanan bahan
kimia. Seringkali seorang generalis, misalnya
petugas kepatuhan akan mengikuti seminar,
tetapi bukan pekerja yang bertanggung-
jawab atas lembar keselamatan bahan kimia.
Seringkali petugas bahan kimia jugo memiliki
peran penting di pabrik misalnya mekanik,
dan manajer tidak ingin mereka mengambil
libur kerja. BWI bekerja dengan pabrik untuk
memastikan bahwa petugas keselamatan
bahan kimia mengikuti seminar sehingga
mereka mengetahui praktik terbaik dan juga
mengetahui tanggung-jawab mereka dari
perspektif pelatihan.

6. PETUGAS PERTOLONGAN PERTAMA: APAKAH
TEMPAT KERJA MEMILIKI PETUGAS PERTOLONGAN
PERTAMA YANG CUKUP TERLATIH?

Enam puluh dua persen pabrik tidak memiliki
petugas pertolongan pertama terlatih dalam jumlah
yang memadai. Tingginya angka ketidakpatuhan

adalah karena kesulitan dalam memperoleh
sertifikat yang sesuai, kesulitan mempertahankan
rasio yang tepat petugas pertolongan pertama
dengan pekerja, dan kurangnya sumberdaya untuk
melatih petugas pertolongan pertama.

Sebelum tahun 2017, BWI menerima sertifikat

dari Palang Merah dan kurikulum lain dianggap
cukup untuk memenuhi standar kepatuhan,
dengan pengetahuan petugas pertolongan
pertama menjadi kriteria utama untuk
menentukan kepatuhan. Atas saran Kementerian
Ketenagakerjaan, BWI memutuskan untuk hanya
menerima sertifikat berdasarkan kurikulum yang
ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Akibatnya, pabrik yang memiliki sertifikat yang
menggunakan kurikulum berbeda dianggap tidak
patuh, sekalipun petugas pertolongan pertama
memiliki pengetahuan, sebagaimana sering terjadi
pada pabrik yang tidak patuh.

Selain itu, pabrik mengalami kesulitan
mempertahankan rasio 1 petugas pelatihan untuk
setiap 250 pekerja. Melatih seocrang petugas
pertolongan pertama membutuhkan waktu 3

hari, maka bagi pabrik yang memiliki beberapa
ribu pekerja, diperlukan jumlah hari kerjo yang
cukup banyak untuk melatih petugas pertolongan
pertama, yang hampir selalu adalah pekerja
produksi. Rata-rata pelatihan bersertifikat berbiaya
USD 250 per petugas pertolongan pertama. Pabrik
khawatir tentang waktu dan sumberdaya yang
diperlukan untuk mematuhi hukum.

BW memberikan pelatihan untuk petugas
pertolongan pertama dengan penyedia
pelatihan yang disetujui oleh pemerintah
sehingga pabrik dapat memperoleh
sertifikat yang disetujui oleh Kementerian
Ketenagakerjoan untuk petugas pertolongan
pertama mereka. Pabrik mengambil
pelatihan ini sebagai bagian dari paket



hari pelatihan 15 peserta dari BWI dalam model pemberian layanan. Memilah ketidakpatuhan
berdasarkan siklus juga menunjukkan bahwa bersentuhan secara berkelanjutan dengan BW akan
membantu pabrik memperbaiki ketidakpatuhan mereka.

GAMBAR 3. ANGKA KETIDAKPATUHAN TERPILAH MENURUT SIKLUS UNTUK PETUGAS PERTOLONGAN PERTAMA

Angka Ketidakpatuhan Tingkat Siklus “Apakah tempat kerja memiliki cukup petugas pertolongan

pertama terlatih?”
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7. PEMERIKSAAN KESEHATAN WAJIB: APAKAH
PEMBERI KERJA MEMBERI PEKERJA PEMERIKSAAN
KESEHATAN PRA PENUGASAN, TAHUNAN DAN
KHUSUS BILA DIPERLUKAN?

Pemberi kerja diwajibkan memberi pekerja
pemeriksaan kesehatan sebelum penugasan kerja
mereka, tahunan, dan pemeriksaan kesehatan
khusus untuk pekerja berusia di atas 40 tahun
atau pekerja dengan kondisi kerja berisiko tinggi,
misalnya pekerja yang bekerja dengan bahan
kimia. Enam puluh persen pabrik tidak patuh
dalam isu ini, dengan mayoritas tidak memberikan
pemeriksaan kesehatan pra penugasan. Mayoritas
pabrik memberikan pemeriksaan tahunan dan

pemeriksaan bagi pekerja dengan usia tertentu
atau berpotensi menderita kondisi kerja berisiko
tinggi, tetapi ada masalah yang terus muncul di
dalam industri bahwa pemberi kerja mengharapkan
pekerja melokukan pemeriksaan kesehatan pra
kerja sendiri.

Prakarsa BWI untuk mendorong kepatuhan
terhadap pemeriksaan kesehatan wajib

BWI akan bekerja dengan Komite Ad Hoc
untuk menyelenggarakan sebuah lokakarya
yang akan memberikan panduaon praktis
kepada pabrik tentang cara memenuhi
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ketentuan hukum mereka berkenaan dengan semua pemeriksaan kesehatan. Panduan ini idealnya
akan memberikan contoh praktis bagaimana pabrik dapat memenuhi ketentuan penting ini. Data
juga menunjukkan bahwa pabrik yang telah bersama dengan BW lebih lama biasanya memiliki
angka ketidakpatuhan lebih rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di bawah ini:

GAMBAR 4. ANGKA KETIDAKPATUHAN TERPILAH MENURUT SIKLUS UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN

Angka Ketidakpatuhan Tingkat Siklus “Apakah pemberi kerja memberi pekerja pemeriksaan

kesehatan pra penugasan, tahunan dan khusus bila diperlukan?”

90%
82%
80%
70%
59% 56% o,
60% 60%
53%
50%
2 43%
38%
40% ’
—
30%
Rata-rata (Garis)
20%
Angka
10% Ketidakpatuhan
untuk Semua
0% Siklus
Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 Siklus 4 Siklus 5 Siklus 6
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8. IKLIM TEMPAT KERJA: APAKAH IKLIM TEMPAT harus dilakukan oleh laboratorium bersertifikat
KERJA DIUKUR OLEH PEMBERI KERJA, DAN SEJALAN yang disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan
DENGAN STANDAR YANG BERLAKU? sebanyok dua kali setahun. Pabrik tidak patuh

Sedikit di atas separuh (55%) pabrik tidak patuh
dalam mengukur suhu di pabrik sesuai dengan
standar. Sebagian besar pabrik menggunakan
termometer ruangan (pengukuran kering), ketika
peraturan meminta pabrik menggunakan suhu

karena tidak mendapaotkan uji bohlam basah - atau
menggunakan laboratorium pihak ketiga yang tidak
memiliki peralatan untuk melakukan uji suhu yang
tepat - serta pabrik yang mengembalikan hasil
buruk karena suhu terlalu tinggi.

bohlam bosah. Pengukuran suhu bohlam basah
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BWI sedang berupaya menggunakan
kumpulan data yang lebih baik untuk
mendorong diskusi tentang perubahan

di masa depan, serta mensosialisasikan
peraturan hukum. BWI mengumpulkan
informasi yang semakin akurat di pabrik
yang menggunakan uji yang tepat. Karena
uji bohlam basah lebih akurat, BWI dapat
memberikan saran tentang langkah-langkah
untuk perbaikan jangka panjang isu-isu yang
berkaitan dengan iklim tempat kerjo. Untuk
pabrik-pabrik yang belum menggunakan

uji bohlam basah, BWI sedeang berupaya
membuat mereka mengetahui standar
hukum sehingga pabrik memahami manfaat
menggunakan uji yang lebih maju. Terakhir,
BW menyediakan daftar perusahaan
sertifikasi pihak ketiga yang dapat melakukan
uji bohlam basah sehingga pabrik dapat
mulai mendapatkan uji yang diperlukan.

9. PEKERJA NON-PRODUKSI: PERNAHKAH ANDA
MENEMUKAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN HUKUM UNTUK KOMPENSASI, KONTRAK,
K3, DAN/ATAU WAKTU KERJA BERKAITAN DENGAN
PEKERJA NON-PRODUKSI YANG DIPEKERJAKAN
LANGSUNG OLEH PABRIK?

Lima puluh tigo persen pabrik® tidak patuh dalam
memenuhi ketentuan hukum berkaitan dengan
prosedur kontrak untuk pekerja non-produksi. BWI
percaya bahwa pekerja non-produksi secara tidak
disengaja diabaikan oleh sistem pemantauan yang
ada. Secara umum, pekerja non-produksi lebih kecil
jumlahnyao, kurang terlihat, mencakup beragam
jenis pekerjaan, dan tersebar di keseluruhan sebuah
pabrik. Belum ada banyak prakarsa di dalam
industri untuk menangani masalah yang dihadapi
oleh petugas kebersihan, penjaga keamanan, dan
pekerja non-produksi lainnya, dan para pekerja ini
kurang terlihat dan kurang mendapatkan advokasi
yang diperlukan. BWI aktif berusaha memahami
situasi pekerja non-produksi guna untuk memberi

saran kepada pabrik secara lebih efektif tentang
cara meningkatkan kondisi kerja bagi para pekerja
ini.

Dalam versi terbaru Alat Penilaian
Kepatuhan (CAT), BWI memasukkan
pertanyaan-pertanyaan khusus untuk
memilah ketidakpatuhan berkaitan dengan
kondisi kerja pekerja non-produksi. BW
sekarang sedang mengumpulkan data yang
akan membantu membentuk intervensi
untuk mempromosikan kondisi kerja layak
bagi kelompok pekerja yang terabaikan ini.
Better Work percaya bahwa memiliki data
tambahan khusus akan memungkinkan
pabrik memasukkan pekerja non-produksi
ke dalam rencana perbaikan mereka.
Tanpa data khusus, tidak mudah untuk
memasukkan isu-isu pekerja non-produksi
selama kunjungan konsultasi melalui siklus
BW. Topik ini sekarang terlihat, dan akan
dimasukkan dalam rencana perbaikan
pabrik, yang juga dilihat oleh Mitra Pembeli.
Mitra Pembeli akan sangat penting untuk
berkomunikasi dengan pabrik tentang isu
ini don memperkuat pesan BWI tentang
cara meningkatkan kepatuhan dalam siklus
berikutnya.

10. PERSEDIAAN PERTOLONGAN PERTAMA:
SUDAHKAH PEMBERI KERJA MEMASTIKAN BAHWA
ADA KOTAK/PERSEDIAAN PERTOLONGAN PERTAMA
YANG SIAP DIAKSES DALAM JUMLAH YANG CUKUP DI
TEMPAT KERJA?

Lima puluh dua persen pabrik tidak memiliki

kotak pertolongan pertoma dalam jumlah yang
diperlukan dan/atau persediaan dalam kotak
pertclongan pertama tidak lengkap. BWI telah
mengamati peningkatan jumlah kotak pertolongan
pertama di seluruh pabrik, tetapi masih ada
masalah tgerkait dengan persediaan di kotak



pertolongan pertama. Seringkali persediaan tidak
sepenuhnya diisi ulang karena kurangnya sistem
untuk melacak apakah persediaan sudah lengkap.

Selama beberapa tahun terakhir, BWI
bekerjasama dengan Kemenaker tentang
pendekatan terfokus risiko untuk regulasi
pertolongan pertama. BWI percaya bahwa
cara terbaik untuk memastikan pabrik
memiliki kotak pertolongan pertama

yang lengkap adalah apakah mereka
memiliki sistem yang baik untuk melacak
penggunaan. BWI sedang berusaha
mengatasi ketidakpatuhan terhadap kotak,/
persediaan pertolongan pertama dalam
pertemuan konsultasi, khususnya dengan
mempromosikan sistem Manajemen K3 yang
baik.

11. SISTEM DETEKSI DAN ALARM KEBAKARAN: APAKAH
TEMPAT KERJA MEMILIKI SISTEM DETEKSI DAN ALARM
KEBAKARAN?

Empat puluh tujuh persen pabrik tidak memiliki
sistem deteksi dan alarm kebakaran yang
memadoai. Ketidakpatuhan sebagian besar terkait
dengan tidak memadainya deteksi kebakaran di
berbagai gudang dan cakupan detektor kebakaran
di seluruh pabrik. Pabrik seringkali memiliki detektor
api permanen di gudang permanen tetapi tidak
memiliki detektor api di penyimpanan sementara.
Selain itu, pabrik tidak selalu mengetahui jangkauan
detektor api dan oleh karena itu menempatkan
detektor api dalam jumlah yang tidak memadai
untuk ruongan besar yang mungkin membutuhkan
lebih dari yang diperlukan menurut manajer.

Better Work mempromosikan standar untuk
memastikan detektor api dalam jumlah yang
tepat dipasang per meter persegi, sesudi
dengan praktik terbaik yang dipromosikan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan. BW
menjadikan ini sebagai titik tekan dalam
rencana perbaikan pabrik sehingga diskusi
berkelanjutan terjadi selama proses konsultasi
tentang bagaimanao cara mematuhi panduan
Kemenaker.

12. PENYIMPANAN BAHAN KIMIA: APAKAH BAHAN
KIMIA DAN ZAT BERBAHAYA SISIMPAN DENGAN
BENAR?

Empat puluh enam persen pabrik tidak patuh
terhadap standar penyimpanan bahan kimia.
Serupa dengan pabrik yang tidak patuh

terhadap pelabelan bahan kimia, sebagion besar
ketidakpatuhan pada penyimpanan bahan kimia
adalah karena kurangnya pelatihan petugas bahan
kimia, dan tidak adanya sistem manajemen K3
yang efektif.

Seperti prakarsa untuk memperbaiki
ketidakpatuhan dalam pelabelan bahan
kimia, BWI akan menggunakan seminar
industri untuk mengkomunikasikan kepada
pabrik jenis pelatihan yang diperlukan oleh
petugas bahan kimia; terus mendorong

agar petugas bahan kimia, bukan petugas
kepatuhan, mengikuti seminar; dan terus
mempromosikan sistem manajemen K3 yang
efektif selama proses konsultasi.

13. KETENTUAN ERGONOMIS: APAKAH PEMBERI KERJA
PATUH TERHADAP KETENTUAN ERGONOMIS?

Empat puluh enam persen pabrik tidak
mematuhi ketentuan ergonomis. Alasan utama
ketidakpatuhan adalah bahwa beberapa pabrik
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tidak memiliki kursi yang cukup untuk pekerja yang
berdiri sepanjang hari. Seringkali tidak ada sistem
untuk memastikan bahwa pekerja yang berdiri
memiliki kursi yang siap tersedia. Kursi seringkali
digunakan untuk tujuan alternatif misalnya
penyimpanan sementara atau untuk meletakkan
garmen selama produksi melimpah. Selain itu,
beberapa pabrik menyediakan kursi yang tidak
memadai. Kursi harus memiliki sandaran punggung
untuk dukungan dan tidak boleh berupa bangku.

BWI sedang mempromosikan sistem
manajemen K3 untuk memantau
penempatan kursi untuk pekerja yang berdiri.
BWI menekankan pentingnya memiliki kursi
untuk pekerja selama pelatihan K3. Pekerja
yang berdiri perlu memahami pentingnya
duduk beristirahat sesekali, dan manfaat
kesehatan dari perubahan posisi. BWI

juga mengkomunikasikan nilai kepatuhan
terhadap klewajiban ergonomis kepada
manajer sat kunjungan konsultasi.

14. FASILITAS CUCI KIMIA: APAKAH PEMBERI
KERJA MENYEDIAKAN FASILITAS CUCI DAN BAHAN
PEMBERSIHAN YANG MEMADAI BILA TERJADI
PAPARAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA?

Empat puluh lima persen tidak patuh dalam
fasilitas cuci dalam hal bahan kimia berbahaya.
Lembar data keselamatan bahan (MSDS) pabrik
akan menunjukkan apakah sebuah bahan

kimia berpotensi menyebabkan iritasi mata dan
memerlukan fasilitas cuci. Pabrik seringkali tidak
patuh karena memiliki fasilitas cuci terlalu jauh
dari tempat bahan kimia digunakan atau mereka
tidak memiliki fasilitas sama sekali. Fokus pabrik
pada penempatan pencuci mata di gudang
bahan kimia dan area pembersihan, tetapi area
lain misalnya bengkel mekanik, ruang ketel, yang
juga menggunakan bahan kimia, mungkin tidak
memilikinya atau fasilitas tersebut terlalu jauh.

Beberapa pabrik tidak secara kritis menilai MSDS
sehubungan dengan penempatan pencuci mata.

Seminar industri tentang penanganan bahan
kimia diodakan di tiap wilayah Indonesia
dan disampaikan oleh EA dan titik fokus K3,
yang menyasar petugas K3 dan bahan kimia
pabrik. Tim pelatihan dan EA bekerjasama
untuk memastikan petugas bahan kimia
pabrik mengikuti seminar ini, bukan petugas
kepatuhan.

15. LISENSI K3: APAKAH OPERATOR/ TEKNISI/
PETUGAS YANG BERTANGGUNG-JAWAB ATAS
MESIN/ PERALATAN/ INSTALASI/ PERALATAN
PENGANGKATAN MEMILIKI LISENSI YANG
DISYARATKAN?

Empat puluh lima persen pabrik tidak patuh
terhadap perolehan lisensi yang disyaratkan untuk
berbagai operator mesin dan peralatan di seluruh
pabrik. Sumber utama ketidakpatuhan adalah
pabrik yang tidak memiliki lisensi operator generator
dan/atau lisensi ketel yang disyaratkan.

Pada tahun 2015 sebuah undang-undang aturan
baru mulai berlaku yang mengharuskan setiap
generator dengan kapasitas 200 kilovolt harus
dioperasikan oleh ahli listrik bersertifikat. Sertifikasi
akan dilakukan oleh Kemenaker. Guna untuk dilatih
dan disertifikasi sebagai ahli listrik yang dapat
menjalankan generator, pekerja harus memiliki
ijazah di bidang teknik elektro. Pengalaman kerja
tidak bisa menjadi pengganti untuk persyaratan
pendidikan. Persyaratan pendidikan membatasi
jumlah pekerja yang berpotensi memenuhi syarat
untuk memperoleh sertifikasi pengoperasian
generator listrik.

Selain sertifikat generator listrik, banyak pabrik
mengalami kesulitan untuk patuh terhadap
penjaminan bahwa pabrik memiliki operator ketel



berlisensi. Kadang-kadang asisten operator akan
mengoperasikan ketel tanpa pengawasan operator
berlisensi, yang tidak diperbolehkan oleh peraturan.
Pabrik lain tidak cukup rajin memperbarui lisensi
setelah habis masa berlakunya. Terakhir, lisensi
operator ketel itu spesifik pabrik, yang berarti
bahwa operator ketel yang berpengetahuan perlu
mendaftarkan ulang lisensinya kepada Kementerian
Ketenagakerjoan jika mereka mulai bekerja di pabrik
lain.

BWI menekankan persyaratan pelatihan

dan pendidikan yang diharuskan untuk

ahli keselamatan kelistrikan yang bekerja
dengan generator listrik. Peraturan tahun
2015 meletakkan beban yang lebih tinggi
pada pabrik, maka BWI memastikan untuk
mendiskusikan implikasinya dengan pabrik
selama kunjungan konsultasi sehingga pabrik
memahami ketentuan hukum tersebut. Pada
saat yang sama, tim Pelatihan telah mulai
mengkoordinasikan pelatihan pihak ketiga
untuk pabrik untuk melatih Ahli Kelistrikan
Bersertifikat dengan sertifikat yang diakui
oleh Kemenaker. BWI mulai mengatur
pelatihan ini sebagai bagian dari paket
layanan guna untuk memenuhi kebutuhan
khusus pabrik.

16. PINTU KELUAR DARURAT BERTANDA: APAKAH
PINTU KELUAR DARURAT DAN JALUR EVAKUASI
DIBERI TANDA DENGAN JELAS DAN DITEMPELKAN DI
TEMPAT KERJA?

Empat puluh empat persen pabrik tidak patuh
berkenaan dengan pintu keluar dan jalur evakuasi
yang diberi tanda dengan jelas. Alasan tingginya
angka ketidakpatuhan adalah karena memudarnya
penanda yang belum disentuh dan/atau

diagram tata letak bangunan yang kadaluarsa.
Yang terakhir ini terjadi ketika pabrik mengalami

perluasan penataan ulang, dan mereka tidak
mendokumentasikan perubahan.

BWI memiliki beberapa prokarsa untuk
melatih pabrik dalam menerapkan sistem
yang akan memungkinkan mereka
mematuhi aspek penting K3 ini. Di awal
tahun 2017 BWI mengadakan seminar
industri yang fokus pada isu ini, dan akan
melanjutkan seminar-seminar ini sepanjang
tahun 2018. Pada tahun 2017, BWI juga
mulai menawarkan seminar identifikasi
bahaya dan seminar tentang praktik terbaik
untuk memiliki Komite K3, yang merupakan
komponen penting perubahan perilaku
jangka panjang. Selain itu, BWI meluncurkan
seminar industri baru tentang kesiapsiagaan
darurat dan penyelidikan kecelakaan pada
tahun 2018, yang akan memperkuat dan
melengkapi pembelajaran dari seminar-
seminar yang diluncurkan pada tahun 2017.

17. AKURASI CATATAN KEHADIRAN: APAKAH CATATAN
KEHADIRAN MENCERMINKAN JUMLAH JAM KERJA
SEBENARNYA?

Empat puluh empat persen pabrik tidak patuh
terhadap catatan kehadiran yang mencerminkan
jumlah jom kerja sebenarnya untuk pekerja.
Menyimpan buku atau catatan lebih dari satu
merupakan praktik ketidakpatuhan yang dapat
menunjukkan keengganan pabrik untuk transparan.
Yang menjadi perhatian pabrik, tampaknya,
kemungkinan sanksi dari merek bila batasan jam
kerja tidak dihormati. Selain itu, beberapa pabrik
juga menghadapi kesulitan ketika mengadopsi
sistem pencatatan waktu yang lebih elektronik.
Misalnya, pekerjo baru ckan memasukkan data
secara manual jika mereka belum terdaftar dalam
sistem, dan entri tambahan ini dapat menyebabkan
ketidakokuratan catatan kehadiran.
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BWI juga memahami bahwa penggunaan pekerja
harian/lepas dapat menyebabkan buruknya
pencatatan jam kerja. BWI sedang mengumpulkan
lebih banyak informasi tentang pekerja lepas, guna
untuk memahami kondisi kerja mereka.

Keberadaan buku atau catatan kehadiran
ganda tidok dapat diterima dan BWI
menggunakan layanan penilagian, konsultasi,
dan pelatihannya untuk melawan praktik ini
dan mendorong pabrik menyimpan satu set
buku yang akurat.

Karena akurasi catatan kehadiran berkaitan
dengan lembur yang berlebihan, BWI
menekankan lembur yang berlebihan (dan
konsekuensi ketidakpatuhan dalom cotatan
kehadiran) saat berdiskusi dengan Pembeli
selama forum Pembeli tahun 2017.

BWI sedang berusaha meningkatkan
visibilitas jam kerja berlebihan bagi

pekerja PKWT. Program ini memberikan
kontribusi terhadap panduan Kementerian
Ketenagakerjaan tentang penggunaan
PKWT di pabrik, dan konsekuensi hukum
menggunakan pekerja PKWT dalam jumlah
besar. BW berkontribusi terhadap satu bab
tentang tanggung-jawab hukum ketika
menggunakan kontrak PKWT. Tujuannya
adalah untuk mengurangi penyalahgunaan
pekerja lepas, yang 